BAB I

TINJAUAN UMUM TENTANG WALI NIKAH

A. Pengertian Wali Nikah
Secara etimologis, wali mempunyai arti pelindupgnolong, atau
penguasa. Wali mempunyai banyak arti antara lain:
1. Orang yang menurut hukum (agama atau adat) disdtahiajiban
mengurus anak yatim serta hartanya sebelum andk\wwasa
2. Pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikaitu (yang
melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki)
3. Orang saleh (suci), penyebar agama
4. Kepala pemerintah.
Pengertian ini dapat dilihat dalam firman AllahQ’an surat al-Maidah

ayat 56:
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Artinya: “Dan barangsiapa mengambil Allah, rasul-Nya damang-orang
yang beriman menjadi penolongnya, maka sesunggupeggikut

(Agama) Allah itulah yang pasti menang”. (al-Maidats6)

Pengertian yang sama juga dapat dilihat dalam atiBaubahayat 71:

! Tihami dan Sohariikih Munakahat: Kajian Fikih Lengkaglakarta: Rajawali Press,
2009, hal. 89

2 Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qub&partemen Agama RI Al-Qur'an dan
TerjemahnyaJakarta: CV Darus Sunnah, 2007, hal.156
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Artinya: “ Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempua
sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong babalsagian
yang lain...”. (at-Taubah 71)°
Dalam pengertian terminologi, wali ialah suatu k&ten hukum yang
dapat dipaksakan kepada orang lain sesuai dengmmdihukumnyé.As-
Shan’any berpendapat, wali adalah orang terdekagade si wanita dari
golongan kerabatsabahnya bukan dari kerabatrawil arham. Di dalam
perundangan yang menyangkut perkawinan terdapéegean antara wali
nikah dan wali anak, perbedaan tersebut termakaldénd UU No 1 Tahun
1974 Bab Xl Pasal 50-54 tentang perwalian. Waliahiladalah orang yang
berhak menikahkan anak perempuan dengan calon isgensiedangkan wali
anak adalah wali dari anak yang belum berumur k8rtaatau belum pernah
menikah, dan tidak di bawah kekuasaan oran§ tua.
Pengertian lain, perwalian dalam perkawinan ad&kltuasaan atau
wewenangsyar'i atas segolongan manusia yang dilimpahkan kepaday ora
yang sempurna, karena kekurangan tertentu pada gamg dikuasai, dan

demi kemaslahatan orang terseb@edangkan perwalian dalam figih adalah

kekuasaan atau kewenangan untuk melakukan akadrateaksi tanpa harus

® Ibid, hal. 199

4 Sayyid SabigFigh as-Sunnahjuz 11, Beirut: Dar Fikr, 1995, hal. 197

® As-Shan’any,Subulus Salam Syarah Bulughul Marafreriemahan Muhamad Isnan,
Lc, Juz 2, cet. Ke-1, Jakarta: Darus Sunah, 20817 6827

® Hilman HadikusumaHukum Perkawinan Indonesiaet. Ke- 1, Bandung: Mandar
maju, 1990, hal. 94

" Muhammad jawad MughniyahAl-Figh ‘ala al-Madzhib al-KhamsaHFigih Lima
Mazhab) Alih Bahasa Masykur A.B., Afif Muhammad,rud al-Kaff, cet. Ke-7, Jakarta: PT.
Lentera Basritama, 2001, hal.345
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menunggu persetujuan orang |Aibalam pengertian di atas, makna wali lebih
umum dan lebih luas cakupannya.

Menurut pandangan figih perwalian dapat dikategorildalam tiga
kelompok : perwalian jiwa, perwalian harta, peraalijiwva dan harta
sekaligus. Dalam penulisan ini yang akan penulis bicarakaiadperwalian
jiwa, karena perwalian nikah termasuk dalam kaigggmwvalian jiwa.

Tidak ada perselisihan para ulama bahwa ijab dbalkaenjadi rukun
nikah. ljab adalah pernyataan pertama untuk meRkaju kemauan
membentuk hubungan suami istri dari pihak waniedg®gkan pernyataan
kedua yang diucapkan oleh pihak yang mengadakat bé&ekutnya untuk
menyatakan rasa ridha dan setuju disebut K&bvang menjadi perselisihan
ilalah mengenai masalah ijab itu dapatkah dianggépjika diucapkan oleh
wanita calon istri atau oleh wanita lain sebagakilmga atau oleh laki-laki
lain sebagai wakil dari calon istri yang cukup dsavdan cerdik. Dengan kata
lain sahkah ijab diucapkan oleh wanita atau digeddagi, adakah kedudukan
wali itu menjadi syarat sah nikahPenyebab perbedaan pendapat ini dimotori
oleh karena tidak adanya dalil yang jelas baik da@uran maupun hadits
yang mengharuskan pernikahan dengan wali ataupumbpiehkan

pernikahan tanpa wali. Penetapan status wali dgamikahan oletiugaha’

8 Dewan Redaksi Ensiklopedi Islatog. cit . hal. 171

% |bid. hal. 171

10 Tihami dan SoharFikih Munakahat Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009, hal.79

™ |brahim HosenFigh Perbandingancet. Ke-1, Jakarta: Balai Penerbit & Perpustakaan
Islam Yayasan lhya’ Ulumuddin Indonesia, 1971, Bél.
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hanya berdasarkan kemungkinan-kemungkinan atawn lalisebut dengan

istilah hasil ijtihad"?

Beberapa perbedaan pendapat tersebut dapat dikefkenp sebagai
berikut :

Pendapat pertama, mayoritas ulama (jumhur), ddangan Syafi'iyah,
Malikiyah, Hanabilah, Sufyan Tsauri, Ibnu Mubaralndjuga Ibnu Hazm
berpendapat bahwa wanita tidak sah nikah tanpa lvealti wanita itu gadis,
janda, di bawah umur maupun dewdbdika wanita itu janda maka harus
dimintai izinnya, meskipun hak pengucapan akad s#penuhnya ada di
tangan wali.

B. Dasar Hukum Wali Nikah
1. al-Qur'an
a. al-Qur’an surat an-Nur ayat 32 :
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Artinya : “Dan kawinkanlah orang-orang yang masih membujang
diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkgwin
dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-
hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin
Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan

2 pnu Rusyd,Bidayatul Mujtahid Terjemah Abdurrahman, A. Haris Abdullah, Juz 2,
cet. Ke- 1, Semarang: CV. Asy-Syifa’, 1990, hal536
13bid, hal.103
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Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengeighu
(an-Nur : 32 §*

b. al-Quran surat al-Bagarah ayat 221 :
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Artinya : “... dan janganlah kamu menikahkan orang-orang nniksy
(dengan  wanita-wanita ~ mukmin) sebelum  mereka
beriman...”( al-Bagarah 229"
Ayat pertama ditujukan kepada para wali untuk meimidan orang-
orang yang belum bersuami atau beristri. Hal innajigkkan bahwa urusan
pernikahan adalah urusan wali. Ayat yang kedua ¢lilggukan kepada para

wali supaya mereka tidak menikahkan wanita-wanitalimah dengan laki-

laki kafir. Khitab ayat tersebut menunjukkan kalau akad nikah adalaan

wali.

c. al-Quran surat al-Bagarah ayat 232 :
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Artinya : “ Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habisasa
iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghgian
mereka kawin lagi dengan bakal suaminya...” (al-Baaipr
: 232 )¢

4 yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qubapartemen Agama RI Al-Quran dan
TerjemahnyaJakarta: CV Darus Sunnah, 2007, hal. 494

'®bid., hal.43

'®bid., hal.46
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Asy-Syafi'i berkata : Di dalarmal-Qur'an, ayat ini sangat jelas
menunjukkan bahwa tidak boleh bagi perempuan mardektuk
menikahkan dirinya sendit.

Dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa sebab turahiai ialah
berkaitan dengan Ma’qil bin Yasar yang mengawinkamdaranya kepada
seorang laki-laki muslim. Beberapa lama kemudiaerminya dengan satu
talak. Setelah habigldamya mereka berdua ingin kembali lagi. Maka
datanglah laki-laki tadi bersama Umar bin Khatalbukirmeminangnya.
Ma’qil menjawab : “Hai orang celak, aku memuliakkamu, dan aku
kawinkan kamu dengan saudaraku, tapi kamu ceralicarDemi Allah, ia
tidak akan aku kembalikan pada kamu”. Maka tururdght tersebut di
atas yang melarang wali menghalangi hasrat perleawkedua orang itu.
Kemudian Ma’'gil berkata : “ Aku dengar, dan kuta&abb-ku,” la
memanggil orang itu dan berkata : “ Aku kawinkamkiakepadannya dan
aku muliakan kamu'®

Al-Hafiz dalam ‘Fathul Bari” yang dikutip oleh Sayyid Sabiq
berkata : Sebab turunnya surat al-Baqgarah ayay23@ paling tepat ialah
berkaitan kisah Ma’qil di atas, dan sekaligus makam alasan yang kuat

tentang hukum wali. Karena kalau wali tidak ada ana#tak perlu disebut

17 Asy-Syafi'i, al-Umm terjemahan Ismail Yakub., Jilid VIII, cet. Ke- dakarta: CV
Faizan, 1984, hal.181

18 Dahlan ShalehAsbabun NuzylCet. Ke-9, Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2007,
hal. 81-82
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menghalang-halangi dan sekira wanita itu boleh raengkan dirinya
sendiri, maka tidak perlu ia kepada saudara l&me tersebut?

2. al- Hadist
a. Hadis Abu Burdah Ibnu Abu Musa yang diriwayatkaeholmam Ahmad,

At-Tirmidzi, dan Ibnu Hiban:

‘&\JJW)J\;;Juwgwmg@@ywydsdagﬁé\fj
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Artinya ; “ Dari Abu Burdah Ibnu Abi Musa, dari ayahnya Raahwa
Rasulullah Saw. Bersabda, “Tidaklah sah suatu pexhan

kecuali dengan wali.” ( HR. AhmadAbu Dawud, Al-Arba’ah, At-
Tirmidzi, dan ibnu Hibban).

b. Hadis ‘Aisyah yang diriwayatkan oleh Abu Daud;t#midzi, lbnu Majah

dan Imam ahmad :
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Artinya : “Dari ‘Aisyah, bahwa Rasulullah Saw. bersabda : [@&aun di
antara wanita yang menikah tanpa seizin walinyakanaikahnya
batal (3 kali). Jika lelakinya telah menyenggamainynaka ia
berhak atas maharnya, karena ia telah menghalalkan
kehormatannya, dan jika mereka berselisih, makairhatapat
menjadi wali bagi wanita yang tidak mempunyai Wal(HR.
Ahmad, Abu daud, Ibnu Majah, Tirmidzi).

Hadist ‘Aisyah ini menerangkan :

19 sayyid Sabiqgpp. cit hal.198
20 Abu Dawud Sunan Abu Dawyduz 2, Indonesia; Maktabah Dahlan, t.th, hal, 229
21 Abu Dawudloc.cit.,, Hadis No. 2083
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1) Akad nikah yang berlangsung tanpa izin wali adalaial
2) Melakukan persetubuhan dengan anggapan halal, jiokam bagi laki-
laki membayar mahamisli.
3) Wanita yang tidak punya wali, maka walinya adataiti hakim??
C. Syarat-syarat Wali Nikah
Dalam kajian ilmu figih ada perbedaan antara syalat rukun,
meskipun secara fungsi keduanya sama-sama memagelpab sahnya suatu
peribadatan atau amal. Rukun adalah sesuatu yaag rbengesahkan hal
tertentu (ibadah) dan merupakan bagian dari haebert, seperti contoh
membasuh wajah ketikwudu Sedangkan syarat adalah sesuatu yang bisa
mengesahkan suatu hal (ibadah) namun bukan dadrbhgl tersebut, seperti
contoh air mutlak dalamvudu® Jadi yang dimaksud syarat wali nikah ialah
suatu ketentuan yang harus dimiliki seseorang ubisek menjadi wali nikah.
Adapun syarat-syarat yang disepakati ulama untysatdanenjadi
seorang wali nikah adalah sebagai berikut :
1. Islam
2. Laki-laki
3. Dewasadqil baligh)
Mayoritas ulama’ Syafi'iyah, seperti halnya Muhamimamin Al-
Kurdi, Abi Syuja’, Sayyid Bakri dan lainnya mensgtikan wali nikah sebagai
berikut : Islam, berakal, baligh, merdeka, lakiijadil dan ikhtiyar*

D. Macam-macam Wali Nikah

22 Iprahim Hosenloc. cit.
2 Abdul Hamid HakimMabadi Awaliyah Jakarta: Sa’adiyah Putra, t.th, hal. 7-8
24 Abi Syuja’, Igna’, Juz Il, Semarang: Toha Putra, t.th, hal. 123
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Ibnu Rusyd dalam kitabnyRidayatul Mujtahidmenyebutkan macam-
macam wali ada tiga, yaitu : wali nasab, wali hakilann wali maula®
Sementara itu Abdul Manan dalam bukunya yang batjudneka Masalah
Hukum Perdata Islam Di Indonesimenambahkan wathuhkant?

Adapun macam-macam wali nikah dapat penulis keldkgoo sebagai
berikut :

1. Wali Nasab

Wali nasab adalah wali yang hak perwaliannya didasakarena
adanya hubungan darah. Ini bisa orang tua kandangian bisa juga wali
agrabdanab’ad (saudara terdekat atau yang agak jauh).

Apabila wali nikah yang berhak, urutannya tidak reeohi syarat
sebagai wali nikah, atau oleh karena wali nikatmtnderita tuna wicara,
tuna rungu, atau sudah udzur, maka hak menjadibeaieser kepada wali
nikah yang lain menurut derajat berikutrfya.

Apabila diurutkan secara lebih rinci adalah sebagakut:

a. Ayah kandung

b. Kakek (dari garis Ayah) dan seterusnya keatas ifugtaris laki-laki).
c. Saudara laki-laki sekandung.

d. Saudara laki-laki seayah.

e. Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung.

f. Anak laki-laki saudara laki-laki seayah.

% |bnu Rusyd, Terjemah M.A. Abdurrahman, A. Harisdéiiah, op. cit, hal. 374

26 Abdul Manan,Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonedikarta: Kencana
Prenada Media Group, 2006, hal. 61

" Tagiyudin Abu Bakar, Kifayatul al Akhyar, juz Bandung: Al Ma’arif, t.th., hal. 49
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g. Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laekandung.
h. Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laeayah.

I. Saudara laki-laki ayah sekandung (paman).

j.  Saudara laki-laki ayah seayah (paman seayah).

k. Anak laki-laki paman sekandung

l.  Anak laki-laki paman seayah.

m. Saudara laki-laki kakek sekandung.

n. Anak laki-laki saudara laki-laki kakek sekandung.

0. Anak laki-laki saudara laki-laki kakek seay#h.

Apabila urutan wali di atas tidak ada maka yang jaténwali
adalah hakinf’ Selanjutnya wali nasab dibagi menjadi dua, yaitli w
agrab (dekat) dan waliab’ad (jauh). Adapun berpindahan walgrab
kepada walab’ad adalah dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Apabila waliagrab-nya non muslim

=

Apabila waliagrab-nya fasik

o

Apabila waliagrab-nya belum dewasa

o

. Apabila waliagrab-nya gila

Apabila waliagrab-nya bisu atau tufi®

@

2. Wali Hakim

% Ahmad Rofig,Hukum Islam Di Indonesjacet Ke-3, Jakarta :PT Raja Grafindo
Persada. 1998, hal. 86-87

2% Kamal Mukhtar,Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawjnest. Ke-3, Jakarta:
Bulan Bintang, 1993, hal. 101

%0 Tihami dan Soharigp. cit.,hal. 96-97
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Wali hakim adalah wali nikah yang dilaksanakan obefmguasa,
karena wanita yang akan menikah tidak mempunyai.i¥aVewenang
wali akan berpindah ke tangan hakim, apabila:

a. Ada pertentangan di antara wali-wali
b. Bilamana walinya tidak ada, dalam pengertian tidd& yang absolut
(mati, hilang) atau karena gaibRasulullah Saw bersabda:
Bamle oy 915 sily Al olyy . Ly ¥ e Ly 0Ll Jgmzsl O L.
Artinya : “ ... dan jika mereka berselisih, maka hakim dapahjaei wali
bagi wanita yang tidak mempunyai wali.” (HR. Ahmadu
daud, Ibnu Majah).

Wali hakim tidak berhak menikahkan perempuan dakamdisi

sebagai berikut:
a. Wanita yang belum baligh

b. Kedua belah pihak (calon pengantin) tidak sekufu

c. Tanpa seizin wanita yang akan menikah dan

o

. Wanita yang berada di luar daerah kekuasaatfnya.
. Wali Maula

Wali maula adalah wali yang menikahkan budaknya. Artinya
majikannya sendiri. Laki-laki boleh menikahkan pepeian yang berada

dalam perwaliannya bilamana perempuan itu rela nmaaaya. Maksud

31 Abdul Mananop.cit, hal. 61

32 sayyid Sabigop. cit, hal. 206

33 Abu Dawud op. cit, hal. 229, Hadis No. 2083
34 Tihami dan Soharipp. cit.,hal. 98
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perempuan di sini terutama adalah hamba sahaya lyenagla di bawah

kekuasaanny?.

. Wali MuhkamatauTahkim

Wali muzkam atau tazkim adalah wali yang terdiri dari seorang
laki-laki yang diangkat oleh calon suami dan atalom istri disebabkan
wali nasab, walimu’tiq, dan wali hakim tidak ada. Adapun cara
pengangkatannya adalah calon suami mengucapéédm kepada
seseorang dengan kalimat, “ saya angkat bapakisaudauk menikahkan
saya dengan si....(calon istri) dengan mahar.... d&uspn bapak/saudara
saya terima dengan senang.”Setelah itu calonjigjd mengucapkan hal
yang sama. Kemudian calon wali itu menjawab,“sayanataskim ini”. *°

Hal serupa juga sesuai dengan pendapat al-Qurarig gikutip
Sayyid Sabig yang mengatakan: jika perempuan tindggempat yang
tidak ada penguasa dan tidak pula mempunyai walkama serahkan
perwaliannya pada tetangga yang dipercayainya untakikahkannya.
Karena menikah merupakan suatu kebutdhan.

Sementara itu Imam Tagiyyudin mengutip pendapaNawawi
yang merujuk perkataan al-Mawardi, bahwa ketikaraz@p wanita tidak
memiliki wali sama sekali, maka ada tiga alternatif
a. Tidak menikah

b. Menikahkan dirinya sendiri karena darurat

% |bid., hal. 99
% bid., hal. 98
37 Sayyid Sabiqgpp. cit, hal. 205
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c. Menyerahkan perwalian nikahnya kepada seoranddiaki®
E. Wali Mujbir

Wali mujbir yaitu seseorang atau wali yang berhak mengakad
nikahkan orang yang dibawah perwaliannya tanpa mekan pendapat
mereka terlebih dahulu, dan akadnya berlaku juga dr@ang yang diwalikan
tanpa melihatidho tidaknya®®

Ulama’ yang membolehkan wali (ayah dan kakek) megmklan tanpa
izin ini menggantungkan bolehnya dengan syaratasysbagai berikf

a. Tidak ada permusuhan antara bapak dan anak,

b. Laki-laki pilihan wali haruskufu (seimbang) dengan gadis yang akan
dinikahkan,

c. Calon suami harus mampu membayehar mitsil,

d. Antara gadis dan calon suami tidak ada permusuhan,

e. Laki-laki pilihan wali akan dapat memenuhi kewajideewajibannya
sebagai suami yang baik dan tidak terbayang akamuéke yang
mengakibatkan kesengsaraan isteri.

Orang yang kehilangan kemampuannya, artinya orang tidak dapat
memikirkan kemaslahatan buat dirinya sendiri, demeang gila dan anak-

anak yang belum dewasa boleh dilakukan walijbir atas mereka. Wali

38 Tagiyuddin,loc. cit.

3 Dedi JunaediBimbingan PerkawinanEdisi pertama, Jakarta: Akademika Pressindo,
2003,hal 16

40 Sahal Mahfud,Dialog dengan Kiai Sahal Mahfud Solusi Problematikimat,
Surabaya: Ampel Suci, 200Ral 10
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mujbir ialah seorang wali yang dapat menikahkan seorangngpuan tanpa
menanyakan pendapat mereka terlebih datulu.

Dalam kesimpulan Ibrahim Hosen saat membicarakak ifiear
mengatakan bahwa tidaklah benar jika pemberianjbak (memaksa) kepada
bapak adalah suatu pengakuan agama terhadap baledawyin paks&’
Sedangkan menurut Tihami dan Sohari hgdar tidak harus diartikan
paksaan, tetapi lebih cocok jika diartikan pengandf

Adapun macam-macam wali, dilihat dari otoritasngla alua, yaitu
wali mujbir yang berarti wali yang mempunyai hak untuk menilaahk
terhadap seseorang yang ada di bawah perwaliarerygad tanpa izin dan
persetujuannya. Sedangkan wgttiairu mujbir yaitu sebaliknya harus adanya
persetujuan dan izin dari seseorang yang ada ditb@arwalianny4?

Mengenai siapa yang mempunyai hak hblkr terdapat perbedaan
pendapat, golongan Hanafiyah berpendapat bahwaasemli dapat menjadi
wali mujbir sesuai dengan pengertian wali itu sendiri. Menurama
Hanafiyah walimujbir berlaku bagi anak yang masih kecil, orang gila dan
orang yang kurang akalnya. Di luar pendapat Hanafnbedakan antara anak
kecil, orang gila, dan orang yang kurang akalnyaré¥a sependapat bahwa
orang gila dan orang yang kurang akal vmalijbirnya adalah di tangan ayah,
kakek, pengampu atau hakim. Bagi anak laki-laki perempuan yang masih

kecil menurut Imam Malik dan Imam Ahmad walujbimya ada di tangan

! Sayyid Sabiqpp. cit, hal. 207

“2 |orahim Hosenop. cit, hal. 157

“3 Tihami dan Soharigp. cit, hal. 102

*4 Husein Muhammad, op.cit, hal. 32-34
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ayah dan pengampu, sedangkan menurut Imam asiSa@di'di tangan ayah
dan kakek?®
. Rintangan Wali Nikah

Para ulama sependapat bahwa wali tidak boleh bedalian dengan
menghalangi perempuan yang akan menikah denganlakakiyang
sepadan/sekufu dan mampu membayar mafial. Jika wali menghalangi
pernikahan tersebatdhal (enggan) maka calon pengantin perempuan berhak
mengadukan perkaranya ke Pengadilan Agama. ManaRalagadilan
mengesahkan aduannya, maka yang menjadi wali veddihhakim bukanlah
wali ab’ad, karena yang punya kewenangan menangani perkasdirkan
adalah hakinf®

Adapun jika wali menghalangi karena alasan yangrtibkan, seperti
halnya laki-laki tidak sepadan, atau maharnya lkyrdari mahamisli atau
ada peminang lain yang lebih pantas, maka dalaminhglerwalian tidak
pindah ke tangan orang lain karena wali tidak dimpgdhal (enggan)’
. Kedudukan Wali Nikah Dalam KHI

Kompilasi Hukum Islam merupakan rangkuman dari agab
pendapat hukum Islam yang diambil dari berbagaibkfigih dan digunakan
sebagai hukum materiil Pengadilan Agama di Ind@neflasar hukum
penetapan Kompilasi Hukum Islam adalah Instrukgisilen No. 1 Tahun
1991 pada Tanggal 10 Juni 1991, yang terdiri atask® dan 299 pasal. Buku

| tentang Perkawinan, Buku Il tentang Kewarisan dgarku IIl tentang

5 sayyid Sabigloc. cit hal. 205
“® Sayyid Sabiqpp. cit, hal. 205
*"Ibid. hal. 206
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perwakafarf® Adapun dalam Buku | tentang Perkawinan yang meani@n
perihal wali nikah ada dalam Pasal 19-23, dengam sebagai berikut :

Pada Pasal 19 disebutkan bahwa wali nikah dalankaparan
merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon re@anpvanita yang
bertindak untuk menikahkannya. Dalam bahasa lanrasig wanita tidak
boleh menikah tanpa wali.

Persyaratan untuk menjadi wali nikah menurut Pa8ahyat 1 ialah
laki-laki, Islam, berakal dabaligh. Pada ayat 2 disebutkan macam wali nikah
hanya ada dua, yaitu wali nasab dan wali hakim.aPRdsal 21 ayat 1
disebutkan wali nasab dibagi menjadi empat kelompuiatam urutan
kedudukan, kelompok yang satu didahulukan darirkplzk yang lain sesuai
erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon et@nmaanita.

Pertama, kelompok garis lurus ke atas yakni ayakelk dari pihak
ayah dan seterusnya. Kedua, saudara laki-laki kapdtau saudara laki-laki
seayah dan keturunan laki-laki mereka. Ketiga, rkglok kerabat paman,
yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara $edga keturunan laki-laki
mereka. Keempat, kelompok saudara laki-laki kandkadgek, saudara laki-
laki seayah kakek dan keturunan laki-laki mereka.

Pada ayat 2 sampai ayat 4 disebutkan mengenaitketewaliagrab
dan waliab’ad. Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapelbdrapa
orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka ymigg berhak

menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekatabnya dengan calon

8" Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam Di Indonesiaget.ke-3, CV Akademika
Presindo, Jakarta 2001, hal. 53-54
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mempelai wanita. Seperti contoh jika ada wali bagiak kakek, maka bapak
yang berhak menjadi wali. Jika sama derajat keletasnya maka yang
paling berhak menjadi wali ialah kerabat kandung &arabat yang hanya
seayah. Kerabat kandung diselagrab dan kerabat seayah disekali’ad.
Yang terakhir, jika derajat kekerabatannya samaniyakma-sama derajat
kandung atau sama-sama derajat kerabat seayah d@agan mengutamakan
yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat menjatlinikah.

Ketentuan walagrab akan berpindah kepada walb’ad diatur dalam
Pasal 22, yaitu apabila wali nikah yang paling bkrifwali aqrab) tidak
memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh kanetianikah itu menderita
tuna wicara, tuna rungu atau sudah udzur, makawsikmenjadi bergeser
kepada wali nikah yang lain menurut derajat benkat(waliab’ad ), tidak
berpindah kepada wali hakim.

Adapun ketentuan mengenai wali hakim diatur dal@asaP23 ayat 1
dan 2. Wali hakim baru dapat bertindak sebagai miklih apabila wali nasab
tidak ada, tidak mungkin menghadirkannya, tidak etiikui tempat
tinggalnya, gaib, adhal atau karena wali nasab enggan menikahkan.
Sementara itu dalam hal wadhal atau enggan, hakim baru dapat bertindak
sebagai wali nikah setelah ada putusan dari Pelagadigama tentang wali

tersebuf?®

49 Abdurrahman op. cit, hal. 118-119



